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ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan contoh
kerentananposisi anak tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual. Citra
anak  yang telahditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh pada
kehidupan anak, sehingga diaterpaksa harus selalu menghadapi kekerasan,
pemaksaan dan penyiksaan secara fisik sertapsikis. Tindak pidana terhadap
seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja namun juga terjadi
dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling
aman bagi anggota keluarga untuk berlindung. Kekerasan seksual yang dilakukan
terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun
perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.

Dari uraian diatas di ajukan rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana
kebijakan hukum pidana mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan
dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban kekerasan seksual dan
upaya-upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara efektif

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan
mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum
sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-
norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai
kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan
(library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Kebijakan hukum pidana mengatur perlindungan bagi anak yang
berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban kekerasan
seksual dalam penyelesaian perkara dan penjatuhan hukuman bagi terdakwa tidak
semata-mata menjadi solusi utama atas perlindungan anak. Perlindungan terhadap
kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui proses peradilan
pidana maupun melalui sarana kepedulian social tertentum merupakan bagian
mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan
social, baik oleh lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif maupun oleh
lembaga – lembaga social yang ada.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan secara efektif melalui peran
masyarakat dalam upaya pencegahan dinilai sangat penting, karena
masyarakat adalah unsur elemen yang pertama kali mengetahui adanya
pelanggaran terhadap perlindungan anak. Peran serta masyarakat dapat
memberikan informasi, melaporkan, melakukan sosialisasi tentang penghapusan
kekerasan seksual, memantau kinerja aparat penegak hukum, memberikan
perlindungan terhadap korban atau membantu proses pemulihan korban. Selain itu
penanganan kejahatan dilakukan secara preventif dan kuratif. Tanpa upaya
preventif, apapun langkah kuratif yang dilakukan, seperti menjatuhkan sanksi
hukum yang berat tidak akan pernah efektif.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual
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ABSTRACT

The criminal acts of child sexual abuse are examples these children, mainly
of sexual interest. The image of children as sexual objects, has implications far in
the child's life, so diaterpaksa must always confront violence, coercion and
physical torture sertapsikis. The criminal act of sexuality is not only happening in
the general environment, but also occurs within the family or home should be the
safest place for family members to take refuge. Sexual violence committed against
minors will certainly have an impact on the psychological and other development
of the child.

From the description above the proposed formulation of the problem as
follows; how to set the criminal law policy of protection for children in conflict
with the law in his capacity as a victim of sexual violence and mitigation efforts
crimes of sexual violence against children in conflict with the law can be
effectively implemented.

The method used is normative, ie to examine or analyze secondary data in
the form of secondary legal materials to understand the law as a set of rules or
norms of positivity within the regulatory system that governs the human life. So
this study is understood as a library research (library research), ie a study on
secondary data.

Policies set the criminal law protection for children in conflict with the law
in his capacity as a victim of sexual violence in settling disputes and punishment
for the defendant not solely be the main solution for the protection of children.
Protection for crime victims of sexsual violence through the criminal jutice
process and through the means of social concern given an absolute part that needs
to be taken into account in criminal law policy of social policy, whether by
executive, legislative and judicial branches of government as well as by social
institution that exist.

Reduction efforts crimes of sexual violence against children in conflict with
the law can be effectively implemented marsh through the community's role in
prevention is considered very important, because the public is the first element of
the elements that determine a violation of the protection of children. Community
participation can provide information, report, the program on the elimination of
sexual violence, monitor the performance of law enforcement officers, provides
protection for victims or assist in the recovery of victims. Besides handling the
crimes carried out preventive and curative. Without preventive measures, any
curative measures undertaken, such as sever legal sanction, will never be
effective.

Keywords: Criminal Law Policy, Sexual Violence
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